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RELOKASI Pedagang Kaki Lima

(PKL) Malioboro sejak 1 Februari 2022 ke

Teras Malioboro 1 dan 2, sudah dilak-

sanakan. Namun, meski sudah direnca-

nakan matang dan proses perpindahan

selama satu pekan,  masih ditemukan

berbagai kendala, seperti adanya usulan

untuk penundaan relokasi dan perlunya

perbaikan-perbaikan fasilitas yang ada.

Tetapi secara umum kebijakan ini dapat

dikatakan lancar dan sukses. 

Kini Malioboro banyak perubahan yang

dapat dirasakan manfaatnya, terutama

oleh para pedestrian. Malioboro saat ini

terasa luas, tertata rapi, toko-toko yang

ada dapat dilihat langsung, taman yang

sudah ada selama ini terlihat asri dan in-

dah sehingga menambah kenyamanan

Malioboro untuk bersantai dan berselfi

ria.

Selain itu, Teras Malioboro 1 dan 2 yang

menjadi lokasi baru para pedagang exs

PKL, telah menjadi icon baru tujuan wisa-

tawan, baik pagi, siang, sore maupun

malam hari untuk mencari sarapan, ku-

liner khas angkringan, oleh-oleh dan ku-

liner lesehan. Dikunjungi para pembeli

wisatawan lokal, domestik dan mancane-

gara. Kini terlihat kondisi Malioboro yang

lebih baik.

Sebagai provinsi yang menjadi tujuan

wisata nomor 2 di Indonesia dan menjadi

destinasi tujuan wisata dunia, tentu Yog-

yakarta harus selalu berbenah dan me-

nyesuaikan diri sesuai perubahan zaman. 

Ada empat alasan utama kebijakan

relokasi : pertama, Saat ini  momentum

tepat untuk penataan kawasan Malioboro

yang kini dari ujung utara hingga selatan

sudah bersolek dengan jalur pedestrian-

nya. Kedua, Relokasi PKL Malioboro

merupakan hal yang tak bisa dihindari

karena para pedagang selama ini me-

mang menempati lokasi bukan sesuai pe-

runtukkannya. Ketiga, relokasi bertujuan

untuk mengembangkan sistem jaringan

pejalan kaki yang berkualitas di kawasan

pedestrian serta membuka aksesibilitas

jalan Malioboro dan jalan Margo Mulya

sebagai pusat pelayanan kota. Keempat,

relokasi ini dalam upaya mendukung ren-

cana kerjasama Pemda DIY dengan UN-

ESCO, yaitu Yogya tengah mengusulkan

kawasan Sumbu Filosofi sebagai warisan

dunia ke UNESCO. 

Sumbu Filosofi sendiri merupakan

garis imajiner lurus yang menyam-

bungkan Tugu-Kraton-Panggung Kra-

pyak, termasuk Malioboro di dalamnya.

Juni nanti tim UNESCO akan datang ke

Yogyakarta untuk melakukan verifikasi

atas usulan itu. ìSaya tak mau dinilai

melanggar hukum, dengan membuat ker-

jasama dengan UNESCO, tapi di dalam

kerjasama itu saya justru mem-

biarkan lahan trotoar area per-

tokoan untuk pejalan kaki dipakai

PKL,” kata Sultan kepada

wartawan. Berdasar keempat

alasan di atas diharapkan Yogya

menjadi kawasan Sumbu Filosofi

sebagai warisan dunia dan senanti-

asa menjadi destinasi wisata

dunia..

Suksesnya relokasi PKL Malio-

boro tak terlepas dari Kebijakan

Regulatif dan Distributif Pemprov

DIY dan Pemkot Yogyakarta.

Kebijakan regulatif telah memberi-

kan hak warga untuk mendapat-

kan yang seharusnya. Kebijakan

ini bermanfaat baik bagi pemilik

toko, pejalan kaki dan PKL sendiri

yang naik kelas menjadi pedagang

Teras Malioboro yang juga menjadi

bagian Sumbu Filosofi sebagai

warisan dunia. Selain itu, kebi-

jakan distributif berupa penyiapan tem-

pat, fasilitas bagi exs PKL yang direlokasi

ke Teras Malioboro 1 dan 2 yang sangat

representatif, humanis dan  tanpa mem-

bebankan para PKL yang hanya tinggal

pindah ke tempat yang baru. 

Akhirnya bahwa kebijakan Relokasi

PKL malioboro merupakan kebijakan

yang visioner dan berkesinambungan un-

tuk masa yang akan datang yang lebih

baik, kebijakan yang dapat mendis-

tribusikan hak semua stake holder pada

posisi hak dan kewajibannya sesuai de-

ngan posisi dan kepentingan masing-ma-

sing tanpa ada yang dirugikan sehingga

pantas apabila Kebijakan Relokasi PKL

Malioboro ini disebut Kebijakan untuk se-

mua.  ❑

Alimansyah, Dosen Administrasi

Publik Universitas Bengkulu. Mahasiswa

Doktoral Manajemen & Kebijakan Publik

FISIPOL UGM.

Pesantren & Kebijakan Lokalitas

Alimansyah

KNKT ungkap penyebab kecelakaan bukit

bego.

-- Faktor manusia tetap yang utama.

Aturan pencairan JHT setelah usia 56,  ja-

di perhatian.

-- Kurang pas untuk masa-masa

sekarang.

Hujan lebat, sejumlah tebing di DIY long-

sor.

-- Waspadai lokasi lain.

Relokasi PKL Malioboro, Kebijakan untuk Semua 

PESANTREN mempunyai kekhasan

yang telah mengakar serta hidup dan ber-

kembang di tengah masyarakat. Pesan-

tren menjadi salah satu wadah untuk

membina generasi penerus bangsa dan

masyarakat dalam rangka mewujudkan

sumber daya manusia yang beriman, ber-

takwa, berakhlak mulia, dan memegang

teguh ajaran Islam rahmatan lilíalamin

serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia

dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia. 

Pesantren senantiasa menyiapkan

para santri untuk bisa berbaur dan

berkontribusi dalam kehidupan

bermasyarakat dengan akhlak yang

sesuai nilai-nilai agama. Karenanya,

eksistensi pesantren sangat penting

dalam pembangunan bangsa, baik

dalam bidang pendidikan, keagamaan,

maupun moral masyarakat melalui

perannya dalam menyemai nilai-nilai

keagamaan. Bahkan di masa kini, ja-

mak pesantren yang tengah berinovasi

menyesuaikan perkembangan teknolo-

gi dan ekonomi agar tidak tergerus

oleh transformasi sosial.

Pesantren DIY

Istimewanya, pesantren di DIY mem-

punyai kekhasan tersendiri, yakni seba-

gai bagian dari pelestari nilai-nilai bu-

daya Ngayogyakarta yang terintegrasi

dalam kegiatan sehari-hari di pe-

santren (Muíammar, 2014). Dari sisi his-

toris pesantren juga tak hanya identik de-

ngan makna keislaman, tapi juga mengan-

dung nilai kebudayaan asli Indonesia. 

Tidak berlebihan bila dikatakan pe-

santren di DIY merupakan warisan bu-

daya dan kekuatan budaya khas Ngayog-

yakarta. Terlihat dari eksistensi pesantren

yang menyelaraskan, menyimbangkan

dan melestarikan budaya DIY. Terbukti

pada warisan pathok negara, bahkan

salah satu pesantren berada tepat di garis

imajiner yang membentuk keselarasan

Ngayogyakarta Hadiningrat. 

Pesantren di DIY juga bisa dikatakan

mempunyai hubungan kekerabatan de-

ngan Kasultanan Ngayogyakarta Hadi-

ningrat. Hubungan kekerabatan, bila di-

tarik jauh dengan mempertemukan hu-

bungan pesantren dengan Pangeran

Diponegoro. Kolaborasi antara Kraton dan

pesantren kian terjalin dan diharapkan

terus lestari. Apalagi di Kraton juga terda-

pat manuskrip yang ditulis menggunakan

huruf Arab Pegon. 

Karena eksistensinya amat penting

dalam kehidupan bermasyarakat, sejak

dahulu hingga di masa depan pesantren

akan terus menjadi pelaku pembangunan

melalui fungsi pendidikan, dakwah, serta

pemberdayaan masyarakat. Bahkan,

pesantren di DIY juga mempunyai fungsi

kebudayaan sebagai bagian dari keistime-

waan DIY. Menjadi kurang pas bila Pe-

merintah dan Pemerintah Daerah selaku

pemangku kebijakan tidak menaruh per-

hatian terhadap aset pembangunan ini.

Kebijakan Lokalitas

Senafas dengan UU No 18 Tahun 2019

tentang Pesantren (UU Pesantren), Peme-

rintah Daerah dilekati peran untuk mem-

beri dukungan dan fasilitasi kepada pesan-

tren. UU Pesantren memberi porsi kewe-

nangan kepada Pemerintah Daerah, baik

Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk

memberi dukungan dan fasilitasi kepada

pesantren dalam menjalankan fungsinya,

sekaligus melekati kewajiban kepada

Pemerintah Daerah untuk mendanai

penyelenggaraan pesantren melalui APBD

sesuai dengan kewenangannya dan keten-

tuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengakomodasi filosofi dan

kekhasan pesantren di DIY, amanat perat-

uran perundang-undangan yang lebih

tinggi, serta kebutuhan hukum atas kebi-

jakan dukungan dan fasilitasi pesantren

maka penting bagi Pemerintah Daerah

DIY untuk mempertimbangkan peratu-

ran daerah mengenai fasilitasi/dukungan

Pesantren. Kebijakan ini akan turut

menjadi pelaksana UU Keistimewaan

DIY dan UU tentang Pesantren. Selain

itu juga akan melengkapi Perda

Istimewa DIY tentang Pemeliharaan

dan Pengembangan Kebudayaan.

Apalagi di DIY belum ada perda yang

secara spesifik mengatur mengenai

kepesantrenan, terlebih dalam hal ke-

dudukan pesantren sebagai warisan bu-

daya dan kekuatan budaya di DIY.

Yang perlu diperhatikan, perda tidak

boleh menjangkau urusan kemandirian

Pesantren. Sebab pesantren mempu-

nyai otonomi/kemandirian dalam me-

ngelola rumah tangga sebagai bagian

dari kekhasannya. Perda justru harus

menjamin kemandirian pesantren, dan

lebih mengatur standar, prosedur dan

kriteria dukungan dan fasilitasi yang

akan diberikan Pemerintah Daerah

kepada Pesantren. Dengan demikian, pa-

da satu sisi pesantren akan semakin opti-

mal dalam menyelenggarakan fungsinya,

dan pada sisi yang lain pesantren tetap

terjamin otonomi/kemandiriannya. ❑

*) Yuniar Riza Hakiki SH MH, Peneliti

PSHK UII & Tim Hukum PWNU DIY.

Oleh: Yuniar Riza HakikiPenyimpangan Seks Remaja
GEGER penyimpangan seksual, di

kalangan pelajar di Purworejo
menyadarkan, bahwa ada masalah
yang terjadi terjadi di kalangan remaja
di bawah usia 21 tahun. (KR 14/2).
Menurut keterangan Sekretaris Satpol
PP dan Damkar Kabupaten
Purworejo, awalnya menemukan
praktek penyimpangan seksual rema-
ja hanya 2 pasang. Namun setelah
ditelusuri, ternyata jumlahnya makin
banyak.

Karena itulah, Pemkab Purworejo
mengadakan sosialisasi kepada re-
maja mengenai bahayanya Narkoba,
HIV Aids dan penyimpangan seks.
Penyimpangan perilaku seksual,
bukan hanya seks bebas yang sangat
berbahaya. Namun ada sejumlah pe-
nyimpangan yang terjadi  di kalangan
remaja, karena itulah orangtua harus
tahu dan mengawasinya.

Para ahli mengatakan penyimpang-
an perilaku seksual remaja di-
antaranya (1) Gangguan identias
Gender (Gender Identity Disorder).
Masalah ini adalah konflik batin rema-
ja karena anatomi gender yang dimiliki
dengan orang lain. Ini sering menjadi
sumber stress intensif, karena anak
tersebut menolak miliknya sendiri.
Maka sering di ekspresikan ingin me-
makai pakaian bukan gendernya. (2)
Fetishisme, yakni ketergantungan pa-
da benda-benda mati. Benda-benda
mati inilah yang yang menimbulkan
gairah seksual. Gairal ini dalam
psikologi disebut abnormal.

Fetishisme yang merupakan keter-
gantungan kepada benda-benda mati
yang dapat menimbulkan gairah sek-
sual pada seseorang, masuk ke
dalam kategori parafilia, suatu gang-
guan seksual dalam psikologi disebut
abnormal. Parafilia yaitu penyimpang-
an pada hal - hal yang membuat sese-
orang tertarik, namun ketertarikan ti-
dak wajar atau aktivitas seksual yang
tidak pada umumnya. Gangguan ini
terjadi berulang dan intens setidaknya
dalam waktu enam bulan dengan
adanya fantasi, dorongan atau perila-
ku yang menimbulkan gairah seksual
penggunaan benda benda mati.

Kemudian (3) adalah Fetishisme
Transvetik. Yakni gairah seksual yang

meledak-meledak untuk mengenakan
pakaian yang bukan gendernya.
Kondisi ini jelas kategori abnormal.
Meski mengenakan pakaiannya
bukan gendernya itu tidak sepanjang
hari, hanya sesaat saja, tetapi tentu ti-
dak bagus untuk perkembangan
psikologisnya. (4) adalah yang disebut
dengan Voyeurisme. Yakni kepuasan
seseorang remaja secara seksual
melihat orang lain tanpa busana atau
sedang melakukan hubungan seksu-
al. Hal ini awalnya karena keinginan
tahu seorang remaja yang sangat
tinggi. Para ahli menyebutkan, bahwa
voyeurism inilah yang menyebabkan
terjadinya LGBT dan sebagainya. (5)
Froterisme, adalah gangguan seks
yang berkaitan dengan upaya
menyentuh secara seksual pada
bagian tubuh orang lain, dan sama
sekali orang lain tak akan menduga.

Dengan melihat hal tersebut, maka
sejak dini orangtua sangat perlu men-
gajaran anak-anak dengan gaya pen-
dekatan yang santai. Ajaklah diskusi
dengan gaya dan bahasa remaja un-
tuk menjelaskan tentang fungsi organ
kelamin dan bahayanya seks bebas.

Sudah berapa kali terungkap ka-
sus remaja yang hamil diam-diam
karena seks bebas, dan membuang
bayinya lantaran pria tidak bertan-
gungjawab dan berakhir di bui kare-
na pembunuhan bayinya sendiri.
Sudah sering diberitakan juga remaja
yang memperkosa gadis, sehingga
juga harus berakhir di bui. 

Perkembangan teknologi infor-
masi, media sosial yang gampang
sekali mencari konten porno, mudah
didapatkan. Karena itulah tindakan
Satpol PP Purworejo yang berhasil
menemukan kasus penyimpangan
remaja, kemudian menindak lanjuti
dengan sosialisasi di kalangan rema-
ja sangat menarik. 

Peristiwa serupa bisa terjadi dik
sejumnlah tempat, ketika per-
kembangan media sosial begtui pe-
sat dan ketika kita tidak bijak meng-
gunakannya. Apalagi ditambah per-
kembangan narkoba yang diam-di-
am juga tetap ada. Ibarat gunung es
yang tidak terlihat, namun sebe-
narnya lebih besar. (***)

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-
rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan
Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya me-
nerima tulisan lewat email:
opinikr@gmail.com dengan panjang
tulisan antara 535  - 575 kata, dengan
mengisi subjek mengenai isu yang ditulis
serta jangan lupa menampilkan fotocopy
identitas. Terimakasih. 
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Pengelolaan Sampah Harus Jadi Isu Strategis
PERSOALAN sampah sudah tidak

bisa dianggap remeh. Dari pemberi-
taan di media massa, kondisi TPA
Piyungan sudah overload dan ideal-
nya tidak lagi menerima setoran sam-
pah dari berbagai daerah. Jika terus
dipaksakan tanpa ada solusi, sewak-
tu-waktu bisa menjadi persoalan
serius. Bisa dilihat ketika dalam sehari
saja TPA Piyungan ditutup untuk ke-
butuhan maintenance, tumpukan
sampah di berbagai TPS maupun de-
po langsung menggunung. Terutama
bagi Kota Yogyakarta yang selama ini
sangat mengandalkan TPA Piyungan.

Baik masyarakat maupun pemerin-
tah, harus menjadikan pengelolaan
sampah sebagai isu strategis.
Setidaknya ada upaya jangka pendek,
menengah dan panjang agar tidak lagi
menjadikan TPA Piyungan sebagai
andalan pembuangan sampah.
Dengan menjadikannya sebagai isu
strategis, pengelolaan sampah se-
harusnya mendapat porsi anggaran.
Tidak hanya untuk penyediaan lokasi
pembuangan akhir maupun pengada-
an teknologi pengolahan sampah mu-
takhir hingga kebutuhan armada
pengangkut sampah, melainkan
kegiatan pendampingan di masyara-
kat.

Untuk mencari lahan baru layaknya
di TPA Piyungan memang bukan
perkara mudah. Begitu pula teknologi

pengolahan sampah membutuhkan
biaya yang tidak sedikit. Tetapi hal itu
perlu segera diputuskan oleh peme-
rintah. Apalagi dalam sehari produksi
sampah dari masyarakat tidak pernah
terputus. Ratusan bahkan ribuan ton
sampah per hari harus segera ditan-
gani. Sehingga tidak ada kata lain per-
lu ada solusi yang lebih serius dan
pasti terkait pengolahan sampah di
tingkat hilir.

Sedangkan dari hulu atau produsen
sampah, masyarakat harus memiliki
paradigma baru dalam melihat sam-
pah. Selama ini gerakan untuk pe-
ngurangan sampah maupun pen-
dayagunaan sampah agar tidak
dibuang ke TPS masih cukup lemah.
Jika perlu, dibentuk tim khusus yang
setiap hari memberikan sosialisasi
dan pendampingan di masyarakat.
Paling tidak warga memiliki pema-
haman bahwa tidak semua sampah
harus dibuang ke TPS.

Jangan sampai sampah menjadi
bom waktu ketika TPA Piyungan
akhirnya berhenti beroperasi dan tidak
ada lahan lain yang menjadi penggan-
ti. Yogyakarta sebagai kota wisata ten-
tu tidak ingin menyuguhi wisatawan
dengan panorama dan bau tidak
sedap akibat tumpukan sampah yang
tidak terangkut.

Agung Kritiyanto, Warga
Gambiran Umbulharjo.


